PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT
NOMOR %+ TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 51 TAHUN 2019 TENTANG
TARIF LAYANAN KESEHATAN PADA RUMAH SAKIT JIWA MUTIARA SUKMA

Menimbang :

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

bahwa tarif layanan kesehatan di Rumah Sakit Jiwa Mutiara
Sukma sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan
Gubernur Nomor 51 Tahun 2019 tentang Tarif Layanan
Kesehatan Pada Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma belum dapat
menampung perkembangan dan kondisi saat ini sehingga perlu
dilakukan penyesuaian dan penataan kembali;

. bahwa penyesuaian dan penataan kembali dimaksud untuk

mengakomodir beberapa pelayanan yang dilakukan oleh Rumah
Sakit Jiwa Mutiara Sukma yang belum memiliki tarif serta
penambahan beberapa obyek pelayanan baru;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur
tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 51 Tahun
2019 Tentang Tarif Layanan Kesehatan pada Rumah Sakit Jiwa
Mutiara Sukma;

. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan

Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa
Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1649);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 2366);



10.

115

12.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 141,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5060);

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1583,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);

Undang-undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 185,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 5571);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang-Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 5571);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 77 Tahun 2015 tentang
Pedoman Pemeriksaan Kesehatan Jiwa Untuk Kepentingan
Penegakan Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 1861);

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 85 Tahun 2015 tentang
Pola Tarif Nasional Rumah Sakit (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 9);

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016 tentang
Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan
Program Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 1601) sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6
Tahun 2018 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam
Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 442);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang
Badan Layanan Umum Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2007
Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Nomor 12 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan
Daerah Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan



Menetapkan :

Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Nusa Tenggara Barat
Tahun 2015 Nomor 12);

13, Peraturan Gubernur Nomor 51 Tahun 2019 tentang Tarif
Layanan Kesehatan Pada Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma
(Berita Daerah Nusa Tenggara Barat Tahun 2019 Nomor 51);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN GUBERNUR  TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN GUBERNUR NOMOR 51 TAHUN 2019 TENTANG TARIF
LAYANAN KESEHATAN PADA RUMAH SAKIT JIWA MUTIARA
SUKMA.

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 51 Tahun 2019
Tentang Tarif Layanan Kesehatan pada Rumah Sakit Jiwa Mutiara
Sukma (Berita Daerah Nusa Tenggara Barat Tahun 2019 Nomor 51)
diubah sebagai berikut:

i

Ketentuan Pasal 1 angka 5, angka 8, angka 14, angka 16 dan angka
30 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1
Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai Unsur
Penyelenggara  Pemerintahan Daerah yang memimpin
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan
daerah otonom.

3. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Barat.

Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD
adalah Badan Layanan Umum di Lingkungan Provinsi Nusa
Tenggara Barat yang dibentuk untuk memberikan pelayanan
kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan jasa, yang
dijual tanpa mengutamakan keuntungan dan dalam melakukan
kegiatan didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.

5. Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang
menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara
paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan,
dan gawat darurat.

6. Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma Provinsi Nusa Tenggara Barat
yang selanjutnya disingkat RSJ Mutiara Sukma adalah rumah
sakit pelayanan khusus kesehatan jiwa di Provinsi Nusa
Tenggara Barat yang bertanggung jawab kepada Gubernur
melalui Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Barat.
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Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma
Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Pelayanan Medis adalah pelayanan yang bersifat individu yang
diberikan oleh tenaga medis.

Pelayanan Keperawatan adalah pelayanan mandiri keperawatan
yang diberikan oleh perawat berupa pemeriksaan, konsultasi,
dan tindakan keperawatan lain.

Pelayanan Rawat Jalan adalah: pelayanan kepada pasien untuk
observasi, diagnosis, pengobatan rehabilitasi medis dan
pelayanan kesehatan lainnya tanpa menginap di Rumah Sakit.

Pelayanan Rawat Darurat adalah pelayanan darurat medik yang
harus diberikan secepatnya untuk mencegah/mengurangi resiko
kematian atau cacat.

Pelayanan Rawat Inap adalah pelayanan kepada pasien untuk
observasi, perawatan, diagnosis, pengobatan rehabilitasi medis
dan atau kesehatan lainnya dengan menginap di Rumah Sakit.

Pelayanan Rawat Sehari (One Day Care) di Rumah Sakit adalah
Pelayanan kepada pasien untuk observasi, perawatan,
diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medis dan/atau pelayanan
kesehatan lainnya dan menempati tempat tidur kurang dari 24
(dua puluh empat) jam. ’

Tindakan Medis adalah tindakan pembedahan, tindakan
pengobatan, tindakan. dengan menggunakan peralatan
kedokteran serta tindakan penunjang diagnostik lainnya yang
dilaksanakan oleh tenaga medis.

Tindakan Medis dan Terapi Akut (Cito) adalah tindakan medis
vang harus segera dilakukan sebagai hasil pemeriksaan
secukupnya yang berkesimpulan bila tidak segera dilakukan
tindakan medis akan membahayakan jiwa pasien.

Tindakan Medis dan Terapi Akut adalah tindakan medis yang
harus segera dilakukan sebagai hasil pemeriksaan secukupnya
yvang berkesimpulan bila tidak segera dilakukan tindakan medik
akan membahayakan pasien.

Pelayanan Penunjang Medis adalah pelayanan kepada pasien
untuk menunjang penegakkan diagnosis dan terapi.

Pelayanan Penunjang Non Medik adalah Pelayanan yang
diberikan kepada pasien di rumah sakit yang secara tidak
langsung berkaitan dengan pelayanan medik antara lain hostel,
administrasi laundry dan lain-lain.

Pelayanan Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Mental adalah
pelayanan yang diberikan oleh unit rehabilitas medis dalam
bentuk pelayanan fisikoterapi, terapi okupasional, terapi wicara,
ortotik/prostetik, bimbingan sosial medis dan jasa pisiokologi
serta rehabilitasi lainnya.
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Pelayanan Rehabilitasi Psikosial adalah pelayanan yang
diberikan oleh unit rehabilitasi terhadap pasien jiwa untuk
meningkatkan kemandirian individu.

Pelayanan Medis Gigi dan Mulut adalah pelayanan paripurna
meliputi upaya penyembuhan dan pemulihan yang selaras
dengan upaya pencegahan penyakit gigi dan mulut serta
peningkatan kesehatan gigi dan mulut pada pasien di Rumah
Sakit.

Pelayanan Konsultasi Khusus 'adalah pelayanan yang diberikan
dalam bentuk konsultasi Pisikologi, keperawatan gigi dan
konsultasi lainnya.

Pelayanan Medico Legal adalah pelayanan kesehatan yang
berkaitan dengan kepentingan hukum.

Pelayanan Pendidikan dan Pelatihan adalah bentuk pelayanan
proses pembelajaran yang dilakukan oleh Rumah Sakit kepada
peserta didik kesehatan untuk meningkatkan dan memenuhi
standar kompetensi.

Pemeriksaan Pengujian Kesehatan adalah pemeriksaan atas diri
seseorang yang memerlukan surat keterangan kesehatan.

Pemeriksaan Psikometri adalah pemeriksaan atas diri seseorang
yang memeriksa surat kesehatan jiwa.

Pemeriksaan Narkoba adalah pemeriksaan atas diri seseorang
yang memerlukan surat bebas narkoba.

Pemulasaran/Perawatan Jenazah adalah kegiatan yang meliputi
perawatan jenazah yang dilakukan oleh Rumah Sakit untuk
kepentingan pelayanan kesehatan, pemakaman dan kepentingan
proses peradilan. '

Pola Tarif adalah pedoman dasar dalam pengaturan dan
perhitungan besaran tarif di rumah sakit.

Tarif Rumah Sakit adalah imbalan yang diterima oleh Rumah
Sakit atas jasa dari kegiatan pelayanan maupun non pelayanan
yang diberikan kepada pengguna jasa.

Jasa Pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana
pelayanan atau jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka
observasi, diagnosis, pengobatan, konsultasi, visite, rehabilitasi
medis dan/atau pelayanan lainnya.

Jasa Sarana adalah imbalan yang diterima rumah sakit atas
pemakaian sarana, fasilitas dan bahan.

Akomodasi adalah penggunaan fasilitas rawat inap dengan atau
tanpa makan di rumah sakit yang menimbulkan biaya fixed dan
biaya variable.

Unit Cost adalah biaya satuan dari setiap kegiatan pelayanan
yang diberikan rumah sakit yang dihitung sesuai ketentuan.



35. Penjamin adalah orang atau badan hukum sebagai pemegang
biaya pelayanan kesehatan dari seseorang  yang
menggunakan/mendapatkan pelayanan di rumah sakit.

36. Peserta Asuransi Kesehatan adalah Pegawai Negeri, Pensiunan
Pegawai Negeri/ABRI dan Karyawan Perusahaan beserta
Anggota Keluarga yang memiliki kartu tanda pengenal
PT.ASKES /BPJS yang sah.

2. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

(1) Jenis Pelayanan Kesehatan di RSJ Mutiara Sukma meliputi
pelayanan: Kelas Perawatan III, Kelas Perawatan I[I, Kelas
Perawatan I, dan Kelas PerawatanUtama/VIP,

(2) Satuan dari Pelayanan yang diberikan oleh RSJ Mutiara Sukma
adalah dalam bentuk per tindakan, per paket tindakan, pcr hari
atau per jenis layanan yang diterima.

3. Diantara Bab XI dan Bab XII disisipkan 1 (satu) bab yakni Bab XIA
dan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 18 A yang berbunyi sebagai berikut:

BAB XIA
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 18A

(1) Dalam hal terdapat pelayanan dan non pelayanan baru yang
belum ditetapkan tarifnya dalam Peraturan Gubernur ini maka
Direktur dapat menectapkan tarif sementara dengan Keputusan
Direktur.

(2) Keputusan Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
berlaku paling lama 6 (enam) bulan.

(3) Direktur melalui Kepala Dinas Kesehatan mengajukan tarif
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) kepada
Gubernur untuk dilakukan perubahan atas Peraturan Gubernur
tentang Tarif RSJ Mutiara Sukma.

4, Lampiran I dan Lampiran 11 Peraturan Gubernur Nomor 51 Tahun
2019 tentang Tarif Layanan Kesehatan Pada Rumah Sakit Jiwa
Mutiara Sukma (Berita Daerah Nusa Tenggara Barat Tahun 2019
Nomor 51) diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran [ dan
Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Gubernur ini.



Pasal Il
Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan mengundangkan
Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Ditetapkan di Mataram
pada tanggal 1 Maret 202\

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

H. ZULKIEFLIMANSYAH

Diundangkan di Mataram

BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2021 NOMOR #



